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ABSTRAK 

 

Strategi Penempatan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Pada 

Direktorat Jenderal Imigrasi 

 

Irene Margaretha1, Bambang Giyanto2, Ridwan Rajab3 

irene.2144021035@stialan.ac.id1, bgiyanto@stialan.ac.id2 , ridwan@stialan.ac.id3  

 

Politeknik STIA LAN Jakarta 

 

Analis Keimigrasian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 47 Tahun 2018 adalah “jabatan fungsional 

yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk 

melakukan kegiatan analisis keimigrasian”. Namun pada Direktorat Jenderal 

Imigrasi, Analis Keimigrasian tidak ditempatkan pada bidang pekerjaan yang 

sesuai dengan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haknya 

sehingga menimbulkan berbagai permasalahan pada unit kerja. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

penempatan Analis Keimigrasian serta mengetahui strategi yang tepat dalam 

mengoptimalkan penempatan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian pada 

Direktorat Jenderal Imigrasi.  

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah 

teori penempatan oleh Cable Derue yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi penempatan adalah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan teori penempatan oleh Hasibuan untuk 

melihat apakah faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, 

kesehatan fisik dan usia mempengaruhi penempatan pegawai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan 

penempatan Analis Keimigrasian belum sesuai adalah ketidaksesuaian antara 

kompetensi analis dengan tuntutan tugas/jabatan, kurangnya pengembangan 

kompetensi bagi Analis Keimigrasian, dan belum optimalnya manajemen 

penempatan Analis Keimigrasian dalam organisasi. Untuk mengoptimalkan 

penempatan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi 

perlu menyusun strategi yang meliputi: melakukan analisis kebutuhan organisasi 

dan karakteristik Analis Keimigrasian, menerapkan konsep person-job fit dalam 

penempatan Analis Keimigrasian, mengembangkan kompetensi Analis 

Keimigrasian melalui pelatihan dan pengembangan karir, mempertimbangkan 

faktor-faktor organisasi dalam penyusunan strategi penempatan, serta melakukan 

evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja Analis Keimigrasian. 

 

Kata kunci: Strategi; Penempatan Pegawai; Analis Keimigrasian 
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ABSTRACT 

 

Strategy for Placement of Immigration Analyst at the Directorate General of 

Immigration 

 

Irene Margaretha1, Ridwan Rajab2, Bambang Giyanto3 

irene.2144021035@stialan.ac.id1, ridwan@stialan.ac.id 2, bgiyanto@stialan.ac.id3 

 

Polytechnic of STIA LAN Jakarta 

 

An Immigration Analyst, as defined by the Minister of State Apparatus 

Empowerment and Reform Regulation Number 47 of 2018, is a 'functional position 

that has the scope, duties, responsibilities, authority, and rights to carry out 

immigration analysis activities.' However, immigration analysts at the Directorate 

General of Immigration are not placed in areas of work that align with their scope, 

duties, responsibilities, authority, and rights, leading to various problems. 

Therefore, this research aims to identify the factors influencing the placement of 

immigration analysts and to develop a strategy for optimizing their placement at 

the Directorate General of Immigration. 

 

The research was conducted using qualitative methods with a descriptive approach. 

The theoretical framework includes Wilson's placement theory, which identifies 

knowledge, abilities, and skills as key factors influencing placement. Additionally, 

Hasibuan's placement theory is used to evaluate the influence of factors such as 

educational background, work experience, physical health, and age on employee 

placement. 

 

The research results indicate that the inappropriate placement of immigration 

analysts is due to a mismatch between their competencies and the demands of their 

tasks/positions, a lack of competency development, and suboptimal management of 

their placement within the organization. To optimize the placement of functional 

positions for immigration analysts, the Directorate General of Immigration should 

develop a strategy that includes: analyzing organizational needs and the 

characteristics of immigration analysts, applying the concept of person-job fit, 

enhancing the competencies of immigration analysts through training and career 

development, considering other organizational factors in placement strategies, and 

conducting ongoing evaluation and monitoring of the performance of immigration 

analysts. 

 

Keywords: Strategy; Employee Placement; Immigration Analysis 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang 

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan transformasi 

menyeluruh terhadap model dan tata kelolaXpemerintahan guna mewujudkan 

aparatur pemerintahWyangLprofesional, berkarakterPadaptif, berintegritas, 

tidak korupsi kolusi nepotisme, mampu melayani masyarakat secara 

bertanggung jawab dan menjunjung nilai-nilai dan aturan etika organisasi serta 

perilaku aparatur negara (Daniarsyah, 2017). Reformasi birokrasi merupakan 

salah satu faktor utama dalam mewujudkan pemerintahan berkelas dunia, 

dimana di dalamnya terdapat konsep manajemen sumber daya aparatur yang 

berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme dalam 

penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian yang meliputi 

perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, promosi, penggajian, dan 

pemberhentian.  

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil 

Negara dalam Pasal 27 menjelaskan bahwa “manajemen ASN diselenggarakan 

berdasarkan sistem merit.” Sistem tersebut akan mengelola manajemen ASN 

berdasarkan kompetensi, kinerja dan profesionalisme dengan adil tanpa 

memandang latar belakang dari ASN tersebut. Implementasi sistem merit akan 

membuat simplifikasi birokrasi dalam pelayanan publik dan manajemen 

terhadap ASN (Ismail dkk., 2021). Perhatian pemerintah terhadap sistem merit 

juga disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024. 

  Pembangunan manajemen SDM dimaksudkan untuk menjamin 

tersedianya kualitas SDM yang terampil, menguasi ilmu pengetahuan, dan 

teknologi. Terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh setiap institusi 

pemerintah antara lain sinergitas dalam pelaksanaan manajemen ASN, 



2  

pengembangan kompetensi, peningkatan disiplin, evaluasi jabatan, penerapan 

sistem penilaian kinerja individu, pengembangan karier, promosi dan mutasi, 

manajemen talenta, penyesuaian pola, lingkungan dan tempat kerja. SDM di 

dalam sebuah birokrasi pemerintah merupakan salah satu indikator yang 

menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu negara. Kondisi ini disebabkan 

bahwa negara dalam menjalankan dan mewujudkan segala bentuk sistem tata 

kelola pemerintahannya ditentukan oleh kualitas SDM yang merumuskan, 

menjalankan, dan merangkul setiap stakeholder dalam menjalankan agenda 

pemerintahan yang tercantum alam rencana strategisnya (Becker & Gerhart, 

1996; Huselid, 1995).  

Di dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, pengangkatan 

pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan prinsip 

profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, jenjang pangkat, dan 

syarat objektif lainnya yaitu disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, 

kerjasama, dan dapat dipercaya. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah 

disebut sebagai jabatan karier, yang hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri 

sipil atau pegawai negeri yang setelah beralih status sebagai Aparatur Sipil 

Negara. Adapun yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai 

negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan karier adalah jabatan 

struktural dan fungsional di lingkungan organisasi birokrasi pemerintah yang 

hanya dapat diduduki oleh pegawai negeri sipil yang telah beralih status sebagai 

ASN. Dari definisi tersebut terdapat 2 (dua) jenis jabatan karier ASN yaitu :  

1. Jabatan Manajerial  

Jabatan manajerial dahulu dikenal dengan istilah jabatan struktural.  Jabatan 

manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit 

organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya 

untuk mencapai tujuan organisasi. Kedudukan tersebut bertingkat-tingkat 

mulai dari tingkat terendah yaitu eselon V  sampai dengan tingkat tertinggi 
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eselon I/a atau yang saat ini dikenal dengan jabatan pelaksana, pengawas, 

administrator, dan jabatan pimpinan tinggi. 

2. Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional adalah jabatan nonmanajerial dimana menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan 

nonmanajerial adalah jabatan sekelompok jabatan yang mengutamakan 

kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki 

tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja 

pegawai. 

Lebih lanjut di dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa pejabat 

fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung 

kepada pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator, atau pejabat 

pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan 

Fungsional (JF). Lebih lanjut dalam Pasal 70 Jabatan Fungsional ditetapkan 

dengan kriteria sebagai berikut:  

a. Fungsi dan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas instansi 

pemerintah; 

b. Mensyaratkan keahlian atau keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan 

sertifikasi dan/atau penilaian tertentu; 

c. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat kesulitan 

dan kompetensi; 

d.  Pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas 

profesinya; dan 

e. Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai butir-

butir kegiatan dalam bentuk angka kredit.  

Termasuk juga setiap pejabat fungsional, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 70, harus menjamin akuntabilitas jabatan yang meliputi terlaksananya 

pelayanan fungsional berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki dalam rangka 

peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan bagi Jabatan 
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Fungsional keahlian, dan pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan 

tertentu yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara 

berkesinambungan bagi Jabatan Fungsional keterampilan. 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) 

merupakan instansi pusat dengan tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang 

hukum dan hak asasi manusia. Urusan pemerintahan yang dilakukan 

Kemenkumham merupakan urusan absolut yang dilakukan oleh instansi pusat 

dengan perwakilannya di daerah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 

2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada pasal 6 

disebutkan bawah terdapat 11 Unit Eselon 1 dimana salah satunya adalah 

Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagai penyelenggara kebijakan keimigrasian, 

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai unit pelaksana teknis yang terdiri dari 

126 kantor imigrasi, 13 rumah detensi Imigrasi dan 22 perwakilan Indonesia di 

Luar Negeri. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi teknis pemerintah yang 

spesifik terhadap pelayanan publik bidang keimigrasian, keamanan negara, 

penegakan hukum serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam menjalankan reformasi birokrasi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi 

melakukan pemangkasan birokrasi dengan delayering jabatan struktural 

menjadi Jabatan Fungsional.  

Jabatan struktural berupa jabatan administrator (setara eselon 3) dan 

jabatan pengawas (setara eselon 4) pada Direktorat Jenderal Imigrasi telah 

dihapus. Pegawai yang menduduki jabatan tersebut dilakukan penyesuaian 

dalam Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Madya dan Analis 

Keimigrasian Ahli Muda. Analis Keimigrasian berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) 

Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian adalah 

“Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis keimigrasian”.  

Pengembangan kompetensi dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis 

Keimigrasian dilakukan oleh instansi Pembina yakni Kemenkumham 
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khususnya pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan kegiatan yang 

dilakukan dan kedudukannya, sifat Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian 

adalah tertutup terbatas, dimana Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian hanya 

berada pada instansi pembina dan unit kerja dari Analis Keimigrasian yakni 

Direktorat Jenderal Imigrasi. Analis Keimigrasian ditempatkan pada bidang 

teknis keimigrasian agar dapat melakukan analisis keimigrasian pada unit kerja 

Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah 

Kemenkumham di Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi 

pada kota/kabupaten dan Rumah Detensi Imigrasi.  

 

Tabel 1.1  

Jumlah Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian per-Jenjang Jabatan 

 

Jenjang Jabatan Jumlah 

Analis Keimigrasian Ahli Pertama 278 

Analis Keimigrasian Ahli Muda 267 

Analis Keimigrasian Ahli Madya 39 

Analis Keimigrasian Ahli Utama 17 

Total 3051 

Sumber: Bagian SDM Direktorat Jenderal Imigrasi, Maret 2024 

Jumlah pejabat fungsional Analis Keimigrasian ditentukan oleh 

kebutuhan jabatan berdasarkan formasi yang disusun oleh Direktorat Jenderal 

Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Biro SDM Sekretariat Jenderal 

(Setjen) Kemenkumham, melakukan penyusunan kebutuhan Analis 

Keimigrasian untuk semua jenjang pada semua unit kerja keimigrasian di 

Indonesia. Formasi tersebut disusun berdasarkan pendekatan analisis jabatan 

dan analisis beban kerja sebagaimana pada Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 

2020. Berdasarkan formasi tersebut kemudian dilakukan penempatan pejabat 

fungsional Analis Keimigrasian pada unit kerja dan lingkup tertentu. 

Permen PAN-RB Nomor 47 Tahun 2018 menjabarkan ruang lingkup 

tugas Analis Keimigrasian dalam unsur kegiatan tugas. Unsur ini kemudian 
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menjadi penilaian bagi kinerja Analis Keimigrasian dalam butir kegiatan guna 

kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional. Unsur kegiatan ini 

akan membatasi penempatan Analis Keimigrasian dalam tugas sehari-hari yang 

mengandung butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Permen PAN-RB 

Nomor 47 Tahun 2018 tersebut.  

Penerapan unsur kegiatan dan butir kegiatan bagi Analis Keimigrasian 

berubah semenjak diterbitkan pada Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Jabatan Fungsional. Perubahan ini mencabut Permen PAN-RB Nomor 

47 Tahun 2018 dan mengubah tata kelola Jabatan Fungsional yang berlaku 

secara umum terhadap seluruh Jabatan Fungsional ASN. Salah satu perubahan 

pokok dalam pada Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tersebut adalah 

hilangnya unsur dan butir kegiatan dalam Jabatan Fungsional untuk digantikan 

dengan ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dengan penyesuaian 

terhadap ekspektasi kinerja. Kebijakan ini dapat mempengaruhi penempatan 

Analis Keimigrasian dimana pengaturan ruang lingkup tugas bagi Analis 

Keimigrasian belum ditetapkan dalam suatu peraturan atau kebijakan tersendiri. 

Pada kebijakan sebelumnya ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional 

Analis Keimigrasian adalah analisis keimigrasian. Berdasarkan Permen PAN-

RB Nomor 47 Tahun 2018, analisis keimigrasian merupakan  

Kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara objektif dan 

sistematis terhadap lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah 

Indonesia serta pengawasannya yang meliputi, dokumen keimigrasian, 

pengawasan/ intelijen, pengendalian rumah detensi imigrasi, 

pengelolaan teknologi informasi keimigrasian, lintas batas dan kerja 

sama keimigrasian, serta penyidikan dan penindakan keimigrasian.” 

 

Melihat ruang lingkup tugas, unsur dan butir kegiatan Jabatan Fungsional 

Analis Keimigrasian, maka seorang pejabat fungsional Analis Keimigrasian 

akan ditempatkan pada suatu bidang pekerjaan teknis yaitu melakukan 

kegiatan analisis keimigrasian. Hadirnya Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 

2023 memberikan sebuah masalah terhadap Pejabat Fungsional Analis 

Keimigrasian yang ditempatkan di luar tugas analisis keimigrasian. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam penempatan pejabat fungsional Analis 
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Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagaimana pada tabel 

berikut : 

Tabel 1.2  

Penempatan Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian pada Unit Kerja 

Direktorat Jenderal Imigrasi 

 

No. Unit Kerja (Es. II)  

Jenjang 

Analis 

Keimigrasian 

Ahli Pertama 

Analis 

Keimigrasian 

Ahli Muda 

Analis 

Keimigrasian 

Ahli Madya 

Analis 

Keimigrasian 

Ahli Utama 

1. Sekretariat 

Direktorat Jenderal 

Imigrasi 
21 8 - - 

2. Direktorat Lalu 

Lintas Keimigrasian 13 16 7 2 

3. Direktorat Izin 

Tinggal 

Keimigrasian 
11 13 5 3 

4. Direktorat 

Pengawasan dan 

Penindakan 

Keimigrasian 

9 14 7 3 

5. Direktorat Intelijen 

Keimigrasian 
18 15 3 3 

6. Direktorat Sistem 

dan Teknologi 

Informasi 

Keimigrasian 

17 12 5 3 

7. Direktorat Kerja 

Sama Keimigrasian 1 9 5 3 

Total Pejabat 
90 87 32 17 

226 

Sumber: Bagian SDM Direktorat Jenderal Imigrasi, Maret 2024 

 

Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat 29 (dua puluh 

sembilan) orang Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian yang ditempatkan 

pada Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham)  Nomor 

28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemenkumham, Sekretariat 
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Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas ‘melaksanan pemberian 

dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di 

lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi’. Selain itu, Sekretariat Direktorat 

Jenderal Imigrasi juga menyelenggarakan fungsi : 

1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat 

Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya;  

2) koordinasi dan fasilitasi pembentukan regulasi dan kebijakan, penataan 

organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;  

3) koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, pelaksanaan 

pemantauan pengendalian internal, dan manajemen risiko; 

4) koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Direktorat Jenderal; 

5) koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan 

satuan kerja di bawahnya;  

6) koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada 

Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya; 

7) pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan 

8) pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumah tanggaan. 

Mengacu pada yang tertulis dalam Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal 

Imigrasi merupakan unit kerja yang tidak memiliki tugas dalam lingkup 

analisis keimigrasian. Padahal untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional 

Analis Keimigrasian, Pegawai Negeri Sipil harus menempuh ujian kompetensi 

dalam hal kompetensi teknis, manajerial dan sosial-kultural. Kompetensi 

tersebut kemudian disesuaikan agar pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan seorang Analis Keimigrasian dapat mendukung pelaksanakan 

tugas analisis keimigrasian sehari-harinya. Penempatan pejabat fungsional 

Analis Keimigrasian di luar tugas analisis keimigrasian akan menyebabkan 

terjadinya ketidaksesuaian antara pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

yang dimiliki dan dikembangkan sebelumnya dengan tugas yang dijalankan 

sehari-harinya.  
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Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan (knowledge, skills, 

abilities/ KSA) merupakan salah satu poin penting dalam manajemen sumber 

daya manusia terhadap kebutuhan suatu posisi pekerjaan (Steven & Campion, 

1994). Pengetahuan, kemampuan dan keterampilan muncul sebagai istilah 

dalam rekrutmen pegawai yang mana merupakan satu set kompetensi yang 

dibutuhkan pegawai untuk dapat melakukan sesuatu secara optimal. Hal ini juga 

dianggap sebagai sebuah atribut yang menentukan tingkat pencapaian 

kesuksesan (Hlavac, 2023). Kinerja dalam pekerjaan seseorang juga menjadi 

lebih baik dengan kesesuaian pekerjaan sehari-hari dengan pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki (Srimulatsih, 2023). 

Penempatan yang tidak sesuai mengakibatkan kurang optimalnya 

kinerja organisasi (Painem, et.al., 2022). Ketidaksesuaian antara kemampuan 

yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan tuntutan pekerjaan yang diemban 

merupakan salah satu masalah yang mendasar dalam manajemen sumber daya 

manusia di berbagai organisasi. Bagi instansi publik seperti Direktorat Jenderal 

Imigrasi, kesalahan penempatan berdampak signifikan terhadap kinerja 

pegawai dan berpotensi terhadap buruknya pelayanan publik (Sari dan Sa’adah, 

2019). Ketidaksesuaian penempatan tersebut merupakan ketidaksesuaian yang 

bersifat sistemik di dalam suatu organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi 

terhadap Analis Keimigrasian ahli jenjang pertama dan muda. 

Penelitian mengenai ketidaksesuaian pegawai dengan kemampuan yang 

dimiliki memiliki relevansi yang besar dalam konteks pengembangan sumber 

daya manusia dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan memahami faktor-

faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian ini terjadi, organisasi dapat 

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya dan 

memaksimalkan potensi serta kontribusi para pegawai. Kemudian, melihat latar 

belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mencoba melakukan penelitian 

mendalam mengenai bagaimana proses penempatan Analis Keimigrasian Ahli 

jenjang Pertama dan Muda pada Direktorat Jenderal Imigrasi. Terhadap 

ketidaksesuaian penempatan 29 (dua puluh sembilan) pejabat fungsional Analis 
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Keimigrasian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi akan diuraikan 

permasalahan ruang lingkup tugasnya sebagai dampak dari adanya pada 

Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023.  

Selanjutnya dengan penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi ketidaksesuaian 

penempatan analis keimgrasian tersebut serta menemukan strategi yang tepat 

terhadap penempatan Analis Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang sebelumnya, maka 

ditentukan identifikasi masalah dalam penelitian denhan judul “Strategi 

Penempatan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian pada Direktorat Jenderal 

Imigrasi” adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan data bagian SDM Direktorat Jenderal Imigrasi, diperoleh 

informasi bahwa terdapat 29 orang dari 226 Analis Keimigrasian yang 

ditempatkan pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dimana 

tugas/pekerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan Permen PAN-RB 

Nomor 47 Tahun 2018; 

2. Analis Keimigrasian yang ditempatkan tidak sesuai bidangnya mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari karena tidak memiliki 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki; 

3. Ketidaksesuaian pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki 

Analis Keimigrasian dengan pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari 

mengakibatkan terjadinya masalah; 

4. Setelah terbit Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023, Analis Keimigrasian 

menjadi tidak memiliki acuan terkait ruang lingkup pekerjaan yang 

dilakukan sehari-hari. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang dan rumusan 

terhadap identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan penempatan Analis Keimigrasian 

pada Direktorat Jenderal Imigrasi tidak sesuai? 

2. Bagaimana strategi dalam penempatan Analis Keimigrasian pada Direktorat 

Jenderal Imigrasi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini dilakukan adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penempatan Analis 

Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi tidak sesuai; 

b. Untuk mengetahui strategi dalam mengoptimalkan penempatan Analis 

Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis: membantu menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi 

pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai penyusunan strategi 

dalam penempatan Jabatan Fungsional pada instansi yang memiliki Jabatan 

Fungsional tertentu setelah terbitnya Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 

2023. 

b. Kegunaan praktis: 

a. Bagi Instansi: bahan masukan penerapan implementasi kebijakan 

mengenai ruang lingkup Analis Keimigrasian untuk dapat diterapkan 

kedalam instansi yang memiliki Jabatan Fungsional; 

b. Bagi Peneliti: bentuk penerapan dari ilmu pengetahuan yang telah 

diperoleh di dalam khanasah ilmu administrasi publik; 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua faktor yang sesuai dan lima 

faktor yang tidak sesuai dalam penempatan pegawai Analis Keimigrasian di 

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi. Faktor yang sesuai adalah kondisi 

kesehatan dan usia pegawai yang berada dalam rentang usia produktif. Namun, 

penempatan pegawai belum mempertimbangkan faktor latar belakang 

pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Sekretariat 

Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara 

kemampuan yang dimiliki pegawai dengan tuntutan pekerjaan, sehingga 

menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Berdasarkan analisis permasalahan terkait penempatan pegawai Analis 

Keimigrasian di Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal 

Imigrasi dapat menerapkan beberapa strategi secara terintegrasi untuk 

mengatasi kesenjangan yang ada. Strategi-strategi tersebut meliputi strategi 

rekrutmen dan seleksi untuk mengatasi masalah kesenjangan latar belakang 

pendidikan, strategi rotasi dan mutasi untuk mengatasi masalah kesenjangan 

pengalaman kerja, strategi pelatihan dan pengembangan untuk mengatasi 

kesenjangan pengetahuan dan keterampilan, serta strategi Penilaian kinerja 

berbasis kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kemampuan. Penerapan 

strategi-strategi ini secara komprehensif diharapkan dapat meningkatkan 

kesesuaian antara kemampuan pegawai Analis Keimigrasian dengan tugas dan 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan kinerja 

organisasi secara keseluruhan.  
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran yang dapat disampaikan 

untuk Direktorat Jenderal Imigrasi adalah: 

1. Direktorat Jenderal Imigrasi perlu menyusun kurikulum pendidikan dan 

pelatihan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian sesuai 

Permen PAN-RB Nomor 47 Tahun 2018 Pasal 39. Kurikulum dan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan kompetensi, seperti dengan materi Modul Teknis Keimigrasian, 

Modul Keterampilan Analitis, dan Modul Keterampilan Manajerial. 

2. Direktorat Jenderal Imigrasi perlu melaksanakan program rotasi dan mutasi 

secara berkala bagi pegawai Analis Keimigrasian, dengan 

mempertimbangkan: rotasi antar unit kerja di lingkungan Direktorat 

Jenderal Imigrasi setiap 2-3 tahun, penugasan  pada tim khusus selama 6-12 

bulan, program mentoring oleh Analis Keimigrasian senior. 

3. Direktorat Jenderal Imigrasi perlu menyediakan program pengembangan 

berkelanjutan bagi Analis Keimigrasian, seperti pelatihan lanjutan untuk 

mengasah keterampilan spesifik, mengikuti sertifikasi kompetensi yang 

diakui secara nasional, mengikuti program pertukaran pengalaman atau 

studi banding dengan instansi lain yang memiliki praktik terbaik, dan 

dukungan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, seperti program magister 

atau program sertifikasi. 

4. Direktorat Jenderal Imigrasi menetapkan standar kompetensi untuk setiap 

jenjang Analis Keimigrasian, mulai dari Analis Keimigrasian Pertama 

hingga Analis Keimigrasian Utama. Standar kompetensi mencakup: 

kompetensi teknis: Pemahaman peraturan keimigrasian, pengelolaan data, 

analisis data, dan penggunaan aplikasi sistem informasi. Kompetensi 

manajerial: Kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan. 

Kompetensi perilaku: Integritas, orientasi pelayanan publik, dan etika 

profesi. 
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